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Penelitian ini dilatar belakangi banyak Pedagang Kaki Lima di Purwodadi Riau 
Pos yang tidak menaati aturan dilarangnya berjualan di trotaor jalan yang mana 
menimbulkan kemacetan dan kerusakan lingkungan, hal ini perlu adanya peran Satpol PP 
dalam mengatasi permasalahan ini. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 
Tentang Penertiban Umum Terhadap Pedagang Kaki Lima pada dasarnya ditunjukan 
untuk ketertiban umum dengan harapan dapat membawa pradigma baru dalam membina 
dan menertibkan para pedagang kaki lima yang berjualan di tempat yang seharusnya tidak 
dibolehkan. 
Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana Tugas Satuan 
Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Umum pedagang kaki lima di Riau Pos 
(Purwodadi), 2) Apa faktor-faktor yang mempengaruhi Tugas Satuan Pamong Praja kota 
Pekanbaru dalam penertiban umum pedagang kaki lima di Riau Pos (Purwodadi), 3) 
Bagaimana Tugas Satuan Pamong Praja kota Pekanbaru dalam penertiban Umum 
pedagang kaki lima berdasarkan Perspektif Fiqih Siyasah. Jenis penelitian ini adalah 
penelitian kualitatif dengan metode lapangan yang dimana berlokasi di Satuan Polisi 
Pamong Praja Kota Pekanbaru. Data Primer yang didapat dari pihak Satpol PP Kota 
Pekanbaru. Data Skunder nya adalah data yang didapat dari Pedagang Kaki Lima, buku-
buku yang terkait dengan masalah yang diteliti. Teknik Pengumpulan Dtaa melalui 
observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik Analisis Data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yang bertujuan mendeskripsikan atau 
menjelaskan sesuatu hal seperti apa adanya, sehingga memberi gambaran yang jelas 
tentang situasi–situasi lapangan.setelah mengetahui permasalahan yang ada melalui 
observasi, wawancara dilapangan, maka penulis meninjau dengan pandangan Fiqih 
Siyasah berdasarkan nash al-quran, hadist dan kaidah fiqiyah untuk mempertegas 
kesimpulan yang ditarek. 
Jadi, dari uraian dan dari berbagai tinjauan tersebut, maka penulis memperoleh 
kesimpulan bahwa tugas Satpol PP sudah sangat baik dalam menertibkan pedagang kaki 
lima. Karena mereka sudah menjalankan tugas sesuai dengan SOP dan juga peraturan 
pemerintah yang telah ditetapkan. Tugas Satpol PP Dalam Penertiban Umum Pedagang 
Kaki Lima memiliki beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain Faktor Individu, 
Faktor Kepemimpinan, Faktor Sistem dan Faktor Kontekstual. Satpol PP sudah berperan 
sesuai dengan fiqh siyasah karena tugas dan fungsi dari Satpol PP sejalan dengan ulil 
amri dan lembaga Wilayatul al-Hisbah dan Satpol PP sudah menjalankan tugasnya sesuai 
dengan hukum umum dan hukum Islam yang berlaku. Dengan demikian, tugas dan fungsi 
Satpol PP sudah sangat sesuai dan sejalan dengan konsep ulil amri dan Wilayatul al-
Hisbah. 
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BAB  I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Al-Qur’an merupakan petunjuk kehidupan umat Islam dalam segala 
urusannya untuk mewujudkan kemaslahatan. Di dalam al-Qur’an juga terdapat 
berbagai hukum yang telah di tentukan oleh Allah SWT. demi kemaslahatan 
umat. Meskipun tidak adanya penjelasan secara detail mengenai politik, 
namun ada ayat yang mengupasnya demi terciptanya keadilan, baik yang 
berkaitan dengan khilafah, wilayah, dan sebagainya.
1
 
Berdasarkan hakikatnya, siyasah syar’iyah bersumber pokok dari al-
Qur’an dan as-Sunnah. Di mana keduanya menjadi acuan dalam menciptakan 
peraturan perundang-undangan dan mengatur kemaslahatan. Di masa saat ini 
banyaknya muncul persoalan-persoalan dinamis yang terbatas 
penyelesaiannya di dalam al-Qur’an dan as-Sunnah. Sama halnya dengan 
permasalahan politik, di mana permasalahan politik tidak ada ditemui di dalam 
al-Qur’an dengan detail, tetapi tersirat di dalam penjabaran permasalahan lain, 
seperti permasalahan mengenai khilafah (sistem pemerintahan). Maka dari itu 
untuk menciptakan perundang-undangan yang menjadi acuannya bisa terdapat 
pada manusia dan lingkungannya. 
Dewasa ini seiring dengan perkembangan konteks, ulil amri biasa di 
maknai sebagai seseorang atau lembaga yang mempunyai otoriter dalam 
menyelesaikan sebuah persoalan, dan tentu masih mengacu kepada Al-Qur’an 
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 Miftahur Rahman, “Ulil Al-Amr dalam Al-Qur’an: Sebuah Aplikasi Teori Kontekstual 





 Ulil amri bertugas melayani keperluan banyak orang, 
memiliki tanggung jawab yang berat, dan memberikan bantuan kepada 
masyarakat. Ulil amri akan dekat dengan kewenangan dan kekuasaan 




Dari uraian di atas, bahwasannya dalam konteks fiqih siyasah yang 
membuat ataupun menerapkan tugas dan berperan dalam pencapaian 
kemaslahatan umat ialah ulil amri (pemimpin) berdasarkan kewenangan dan 
kekuasaannya. Adapun Menurut Ibn Taimiyah sebagaiman yang dikutif oleh 
Farid Abdul Khaliq, mendefenisikan ulil amri adalah orang yang memegang 
perkara dan pemimpin. Senada dengan itu, Syaikh Mahmud Shaltut berkata :  
bahwa Ulil Amri adalah para ahli fikir yang dikenal oleh masyarakat dengan 
kesempurnaan spesialisasi dalam membahas urusan-urusan dan mencari 
kemaslahatan serta peduli terhadap kemaslahatan itu. orang yang memiliki 
wewenang dan kekuasaan untuk mengemban suatu urusan atau tugas.
4
 
Ulil amri dapat dikaitan dengan kepala daerah yang berperan dalam 
menjalankan kekuasaan dan kewenangannya berdasarkan peraturan yang ada 
ataupun membuat peraturan baru yang bertujuan untuk kemaslahatan 
masyarakatnya. Kepala daerah dapat di bantu oleh bagian teknis operasional 
daerah dalam menjalankan tugas, salah satunya seperti dalam aspek penataan 
dan pembinaan yang di bantu oleh teknis operasional Satuan Polisi Pamong 
Praja daerah.  
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 Toto Tohir, “Ulil Amri dan Ketaatan Kepadanya”, Jurnal Sosial dan Pembangunan, 




 Farid Abdul Khaliq, Fiqih Politik Islam, (Jakarta : Amzah, 2005), cet. Ke-1, hlm 83 
3  
 
Sebagaimana firman Allah SWT. di dalam al-Qur’an surah An-Nisa 
ayat 59 sebagai berikut : 
                         
                          
            
Artinya:  “Wahai orang-orang yang berimann! Taatilah Allah dan taatilah 
Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) diantara 
kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, 
maka kembalikanlah kepada Allah SWT (Al-Qur’an) dan Rasulnya 
(as-Sunnah), jika kamu beriman kepada Allah SWT dan hari 
kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik 
akibatnya”.
5
 [Q.S. An-Nisa : 59] 
 
Dalam ayat tersebut, Allah SWT. telah menjelaskan, bahwasannya kita 
wajib untuk menaati ulil amri (pemimpin) serta kebijakannya yang 
berlandaskan kepada nilai-nilai ketaatan dan kepatuhan kepada Allah SWT. 
dan Rasulnya. Maka dari itu apa yang telah di tetapkan oleh ulil amri harus 
kita hormati dan patuhi demi terciptanya kemaslahatan. Ulil amri juga harus 
dapat di percaya dan tidak menyalahi perintah Allah SWT. 
Pada zaman modern saat ini, untuk membuat atau mengesahkan suatu 
peraturan pemerintah di butuhkan aturan yang bersifat tertulis. Hukum tertulis 
yaitu merupakan hukum yang menjadi faktor utama dalam melakukan suatu 
dari tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Hukum yang tertulis ini dapat 
kita lihat di dalam suatu Hirarki suatu Perundang-undangan, baik itu dari 
undanng- undang sampai tingkat yang paling bawah yaitu Peraturan Daerah. 
                                                             
5
 Dapartemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya, (Bandung: 
Exagrafika, 2009, Hlm. 87. 
4  
 
Maka dari itu hal ini sesuai dengan pasal 2 TAP MPR No. III / MPR / 2000. 
Namun itu untuk di sebuah daerah baik Kabupaten maupun Kota dapat 
membuat aturan sendiri yang dianggap memang dibutuhkan untuk mengatur 
daerah tersebut. Peraturan yang buat oleh Eksekutif daerah DPRD dapat 
berupa Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Perda.
6
 
Peraturan Daerah ini yaitu merupakan salah satu alat penguasa suatu  
pemerintah untuk bertindak agar segala tindakannya mempunyai dasar hukum 
atau legalitas, sehingga perbuatan pemerintah itu dapat dikatakan sah dimata 
hukum. Hal ini sesuai dengan prinsip Negara Indonesia adalah Negara 
Hukum, sehingga tindakan pemerintah termasuk Pemerintah Daerah harus 
berdasarkan pada hukum. 
Maka dari itu Dalam rangka melaksanakan kebijakan Pemerintah 
Daerah dalam hal ini Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dapat dilihat  dengan 
adanya Perda No. 5 Tahun 2002 tentang Penertiban Umum Pedagang Kaki 
Lima Kota Pekanbaru 
Salah satu pusat keramaian yang mendatangkan berbagai masalah dan 
keluhan dari masyarakat adalah sebuah pasar tradisional. Dimana pasar 
menjadi hunian pencari nafkah dibidang perdagangan. Pedagang adalah orang 
yang berkerja dengan cara membeli suatu barang yang kemudian barang 
tersebut dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi untuk meraih 
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Indonesia Legal Center Publishing, Undang-undang RI No. 10 Tahun 2004 Tentang 






 Maka dari itu denga penjelasan yang sudah dijelaskan diatas 
dengan pasal 1 Pedagang kaki lima adalah orang yang melakukan usaha 
dagang dan atau  jasa  ditempat umum baik menggunakan kegiatan usaha 
dagang maupun sejenisnya dipindahkan, dibongkar pasang, dan 
mempergunakan lahan fasilitas umum sebagai tempat usahanya. 
Pedagang kaki lima ini merupakan salah satu usaha masyarakat 
disektor perdagangan yang perlu dikendalikan agar terjaganya ketertiban 
umum, serta ketentraman masyarakat. Kehadiran PKL menimbulkan persoalan 
baik masalah ketertiban, lalu lintas, keamanan maupun kebersihan. Banyaknya 
persoalan yang menyangkut PKL merugikan masyarakat dan juga pemerintah 
daerah salah satunya ketidak nyamanan karena keberadaan PKL yang tidak 
pada tempatnya sehingga mengganggu kegiatan masyarakat
8
 
Adapun Pedagang Kaki Lima ini adalah, sebagai pedagang yang 
melakukan usaha atau kegiatannya, yaitu berjualan di kaki lima atau  trotoar 
yang  berukuran  lebar kurang dari lima kaki (1,5 meter), dan biasanya 
mengambil tempat atau  lokasi di daerah-daerah keramaian dan umum seperti 
di depan pertokoan, pasar, sekolahan, gedung bioskop dan lain-lain.
9
  
Dalam melakukan Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di 
Kota Pekanbaru ini berawal dari misi Pemerintah Kota Pekanbaru untuk 
menjadikan kota yang tertib, bersih dan indah, baik dari masalah kenyamanan 
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N Faradina,”Tinjauan Umum tentang Pedagang Kaki Lima 
(https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/16276/05.2%20bab%202.pdf?sequence=7&is
Allowed=yDiakses tanggal 19 Agustus 2020, Pukul 11:32 
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 Peraturan Daerah Pekanbaru No.5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Pedagang 
Kaki Lima,  
9
 Hessel Nogi S.Tangkilisan,  Kebijakan dan Manajemen Otonomi Daerah, (Yogyakarta: 




tersebut  termasuk pedagang kaki lima tidak dibenarkan menggunakan badan 
jalan sehingga menyebabkan ketertiban dan keindahan  kota menjadi 
terganggu dan tidak enak untuk dipandang. Namun dalam prakteknya terdapat 
bentuk-bentuk penyimpangan dan pelanggaran terhadap Perda yang telah 
ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru. 
Pelanggaran dan penyimpangan itu berbentuk penataan tempat 
berjualan sampai pada badan jalan, trotoar dan lain sebagainya sehingga 
mengganggu ketertiban umum. Sementara menurut peraturan yang berlaku 
yakni pasal 3 ayat (1) Perda ini menyebutkan: “setiap Pedagang Kaki Lima 
harus bertanggung jawab terhadap ketertiban, kerapian, kebersihan, 
keindahan, kesehatan lingkungan dan keamanan di sekitar tempat usaha.
10
 
Selain itu dalam Perda ini hanya mengatakan bagaimana cara Penataan 
dan Pembinaan terhadap Pedagang Kaki Lima. Namun seorang Pedagang 
Kaki Lima adalah bagian dari subjek hukum atau yang menjalankan hukum 
atau aturan. Adapun yang menyangkut tindakan apa saja yang dilarang dapat 
dilihat dalam Perda Pekanbaru No. 5 Tahun 2002 yaitu tentang  Ketertiban 
Umum. Yang mana untuk lebih jelasnya sistematika tindakan yang  
menyangkut tentang Ketertiban Umum dalam Penataan dan Pembinaan 
Pedagang Kaki Lima yaitu adanya untuk tertib jalan, jalur hijau taman dan 
tempat umum, dan tertib keamanan lingkungan. Maka dari itu berdasarkan isi 
Perda No. 5 Tahun 2002 pada pasal 6 huruf b yang sudah di jelaskan di atas 
menyatakan: “dilarang untuk membiarkan semua jenis kendaraan/gerobak 
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yang  berada di jalan, jalur hijau, taman atau tempat umum, kecuali pada 
tempat-tempat yang  telah ditentukan.
11
 
Untuk menghindari pelanggaran dan penyimpangan seperti yang 
diterangkan sebelumnya, maka diperlukan pengawasan yang ketat . Kalau 
perlu diberikan tindakan tegas terhadap Pedagang Kaki Lima yang tidak 
mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, yaitu 
pada Perda No. 5 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum Pedagang Kaki Lima. 
Dengan harapan hal itu akan dapat mewujudkan ketertiban dan keindahan 
serta kesehatan lingkungan dan keamanan di sekitar tempat usaha.
12
 
Pengaturan tempat usaha ini dapat dilihat pada pasal 2 Perda No.  11  
Tahun 2001 yakni: 
1. Tempat usaha Pedagang Kaki Lima ditetapkan oleh Kepala Daerah. 
2. Walikota dalam menetapkan tempat usaha sebagaimana dimaksud ayat 
(1) pasal ini, mempertimbangkan faktor sosial ekonomi, ketertiban, 
keamanan, kebersihan dan kesehatan serta tata ruang kota sesuai dengan 
peraturan daerah yang berlaku. 
Pada pasal ini mengandung arti bahwa tempat usaha Pedagang Kaki 
Lima adalah tempat tertentu yang telah ditetapkan dan mendapat izin dari 
Walikota Pekanbaru yang Pedagang Kaki Lima itu sendiri tidak bisa 
menentukan sesuai dengan kehendaknya sendiri. Apabila Pedagang Kaki Lima 
itu tidak menempati sesuai yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, maka 
Pedagang Kaki Lima itu dapat dikatakan telah menyalahi aturan. Selain itu 
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juga Pedagang Kaki Lima dapat berjualan harus mendapat izin Tempat Usaha 
dari Walikota. Tanpa adanya izin maka Pedagang Kaki Lima tersebut adalah 
illegal atau tidak sah. 
13
 
Di sisi lain dalam Perda No. 5 Tahun 2002  yaitu dalam pasal 19 ayat 
(1) menyatakan “Dilarang menempatkan benda/barang dalam bentuk apapun 
ditepi jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum dengan tujuan untuk 
menjalankan suatu usaha ataupun tidak, kecuali di tempat-tempat yang 
diizinkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk”. Dalam Perda ini 
dijelaskan tentang kewajiban Pemerintah terhadap Pedagang Kaki Lima. 
Maka dari itu untuk membantu  kepala daerah, dalam urusan 
penegakan peraturan daerah menjadi tugas bagi Satuan Polisi Pamong Praja 
dalam UU Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah, pasal 255 ayat (1) 
yang berbunyi “ Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan 
perda dan perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, 
serta menyelenggarakan perlindungan masayarakat”.
14
  
Untuk mengoptimalkannya dibentuk Peraturan Pemerintah Nomor 16 
tahun 2018 perubahan atas Undang-undang No. 6 Tahun 2010 tentang Satpol 
Polisi Pamong Praja (SATPOL PP)
15
 dan Peraturan Daerah Provinsi Riau 
Nomor  8 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, 
dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau. Berdasarkan peraturan tersebut 
bahwasannya Satuan Polisi Pamong Praja memiliki peran dalam 
melaksanakan kebijakan pemerintah daerah. 
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Hal ini tentu menjadi tugas dan peran khusus bagi SATPOL PP 
sebagai perangkat daerah dibidang penegakan hukum, ketertiban umum dan 




Berdasarkan observasi (pengamatan) yang penulis lakukan di Pasar 
Jongkok jalan Purwodadi kelurahan Sidomulyo Barat kecamatan Tampan, 
bahwasannya penulis masih menemukan gejala-gejala yang ditemukan di 
lapangan adalah  sebagai berikut : 
1. Masih ditemukan masyarakat yang berjualan disekitar lingkungan 
Purwodadi yang semakin banyak atau semakin meningkat di pinggir jalan. 
2. Masih ditemukan masyarakat disekitaran  Purwodadi yang berjualan di 
trotoar  jalan  tanpa mengikuti aturan yang telah diatur oleh pemerintah 
mengenai penataan dan pembinaan pedagang kaki lima 
3. Masih ditemukan masyarakat yang tidak taat  dan mengikuti aturan dalam 
berjualan sehingga menyebabkan penggusuran masyarakat yang berjualan 
oleh Satpol PP 
Berdasarkan gejala-gejala yang telah dipaparkan di atas, penulis 
tertarik untuk mengkaji lebih dalam permasalahan tersebut dalam bentuk 
skripsi dengan judul “Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pelaksanaan 
Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Peraturan 
Daerah No. 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Pedagang Kaki 
Lima Riau Pos Purwodadi”. 
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B. Batasan Masalah 
Agar penelitian ini tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang 
dibicarakan, maka penulis membatasi permasalahan ini pada Pelaksanaan  
Tugas Satuan Polisi Pamong Praja kota Pekanbaru dalam Petertiban Umum 
pedagang kaki lima di Riau Pos (Purwodadi) berdasarkan Peraturan Daerah 
Nomor 5 Tahun 2002, dan faktor-faktor yang mempengaruhi Tugas Satuan 
Polisi Pamong Praja kota Pekanbaru dalam Penertiban Umum pedagang kaki 
lima di Riau Pos (Purwodadi), serta Tugas Satuan Polisi Pamong Praja kota 
Pekanbaru dalam Penertiban Umum kaki lima di Riau Pos (Purwodadi) 
berdasarkan Perspektif Fiqih Siyasah. 
 
C. Rumusan Masalah 
Bedasarkan latar belakang tersebut diatas, pokok permasalahan dalam 
penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 
1. Bagaimana Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota 
Pekanbaru Dalam Penertiban Umum pedagang kaki lima di Riau Pos 
(Purwodadi)? 
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi 
Pamong Praja kota Pekanbaru dalam Penertiban Umum pedagang kaki 
lima di Riau Pos (Purwodadi)? 
3. Bagaimana Pelaksanaan Tugas Satuan Polis Pamong Praja Kota Pekanbaru 





D. Tujuan dan Manfaat 
Berdasarkan pokok permasalahan seperti yang diuraikan diatas, maka 
penelitian ini bertujuan sebagai berikut : 
1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja 
Kota Pekanbaru dalam Penertiban Umum Pedagang Kaki Lima Riau 
pos Purwodadi. 
b. Untuk mengetahui kendala Satuan Polisi Pamong Praja dalam 
Penertiban Umum Pedagang Kaki Lima Riau Pos Purwodadi  
c. Untuk Mengetahui Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pedagang Kaki 
Lima Riau Pos Purwodadi Berdasarkan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 
2002 tentang Penertiban Umum.  
2. Manfaat Penelitian 
a. Secara Teoritis 
1) Hasil ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 
pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum 
Tata Negara (Siyasah) terutama yang berkaitan dengan masalah 
Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru 
Tinjauan Fiqih Siyasah Dalam Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2002 
Tentang Penertiban Umum. 
2) Hasil   penelitian   ini   diharapkan   dapat   menjadi referensi bagi 
penelitian-penelitian sejenis, pada masa yang akan datang. 
3) Untuk salah satu syarat meraih gelar serjana Hukum (S1) pada 
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau. 
12  
 
b. Secara Akademis 
1) Bagi penulis, hasil penelitian ini menjadi syarat untuk mendapatkan 
gelar Sarjana Hukum. 
2) Bagi peneliti, dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan 
mengenai Hukum  Tata Negara (Siyasah). 
3) Bagi peneliti lain, dapat dijadikan acuan terhadap pengembangan 
ataupun pembuatan dalam penelitian yang sama. 
 
E. Metode Penelitian 
Metode penelitian dalam penulisan menggunakan beberapa perangkat 
penelitian yang sesuai dalam metode penelitian ini guna memperoleh hasil 
yang maksimal, antara lain sebagai berikut : 
1. Jenis Penelitian 
 Dari jenis penelitian ini termasuk penelitian sosiologi hukum yang 
mana merupakan penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan 
teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya 
hukum di dalam masyrakat.
17
 
2. Lokasi Penelitian 
 Penelitian ini mengambil lokasi di Kantor Satuan Polisi Pamong 
Praja Kota Pekanbaru. Alasan penulis mengambil penelitian tersebut 
karena lokasinya murah dijangkau oleh penulis.  
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3. Subjek dan Objek Penelitian 
 Subjek dalam penelitian ini adalah pihak Satuan Polisi Pamong 
Praja Kota Pekanbaru. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah para 
pedagang kaki lima yang berjualan di Riau Pos Purwodadi. 
4. Populasi dan Sampel 
 Populasi adalah keselurahan atau himpunan objek dengan ciri yang 
sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), 
kejadian, khusus-khusus, waktu dan tempat dengan sifat dan ciri yang 
sama. Populasi dalam penelitian ini berjumlaj 380 orang dari keseluruhan 
pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru. Sampel adalah 
himpunan bagian atau sebagian dari populasi.
18
 Jadi sampel dalam 
penelitian ini adalah 1 orang sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kota 
Pekanbaru dan 1 orang bagian kabid Satuan Polisi Pamong Praja Kota 
Pekanbaru dan 2 orang lagi bagian dari pihak anggota Satuan Polisi 
Pamong Praja Kota Pekanbaru. Teknik pengambilan sampel yang 
digunakan adalah purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel 
yang mana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan memilih 
informan yang dianggap tahu dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber 
data yang mengetahui masalah mendalam. Selanjutnya untuk populasi dari 
pihak para pedagang kaki lima Riau Pos Purwodadi dari keseluruhan 
sekitar 20 orang jadi dari jumlah keseluruhan tersebut peneliti mengambil 
5 orang pedagang kaki lima Riau Pos Purwodadi. Teknik pengambilan 
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sampel yang digunakan adalah probability sampling yaitu teknik 
pengambilan sampel secara acak/random yang memberikan peluang yang 
sama bagi setiap unsur/anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota 
sampel. 
5. Sumber Data 
a. Datalam Primer dalam  penelitian ini diperoleh dari pihak Satuan Polisi 
Pamong Praja Kota Pekanbaru dan pihak pedagang kaki lima Riau Pos 
Purwodadi. 
b. Data Skunder dalam penelitian ini adalah data pendukung yang 
diperoleh dari literatur-literatur, dokumen-dokumen serta laporan-
laporan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.
19
 
c. Data Tersier merupakan data penunjang yang dapar memberi petunjuk 
terhadap data primer dan skunder. Dalam hal ini data tersier yang 
digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). 
6. Teknik Pengumpulan Data 
  Untuk dapat menghimpun data yang diperlukan, maka digunakan teknik 
pengumpulan data sebagai berikut : 
a. Observasi adalah pengamatan langsung kepada suatu objek yang akan 
diteliti. Observasi merupakan metode pengumpulan data yang 
digunakan untuk menghimpun data peneliti melalui pengamatan,
20
 
b. Wawancara adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dengan 
mengajukan pertanyaan langsung kepada informan secara mendalam 
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dan terbuka yang diperoleh 4 orang pihak Satuan Polisi Pamong Praja 
dan 5 orang para pedagang kaki lima Riau Pos Purwodadi. 
c. Analisis dokumen adalah metode pengumpulan data yang diperoleh 




7. Teknik Analisi Data 
 Analisa Data adalah cara menganalisis data penelitian, termasuk 
alat-alat statistik yang relevan untuk di gunakan dalam penelitian. Teknik 
Analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah Deskriptif 
Kualitatif, yaitu mengidentifikasikan secara sistemis dan melakukan 
analisis terhadap dokumen-dokumen yang memuat informasi yang 
berkaitan dengan tema, objek, dan masalah penelitian.
22
 
Yang bertujuan mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu hal 
seperti apa adanya, sehingga memberi gambaran yang jelas tentang situasi-
situasi lapangan. Kemudian penulis menarik kesimpulan dari hal-hal yang 
bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus mengenai masalah 
yang diteliti. 
8. Teknik Penulisan 
a. Deskriptif, yaitu dengan menggambarkan subjek yan objek peneliti 
berdasarkan fakta-fakta yang ada, misalnya tentang situasi yang 
dialami, suatu hubungan, kegiatan, pandangan, sikap yang menampak, 
atau tentang suatu proses yang sedang berlangsung, pengaruh yang 
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sedang bekerja, kelainan yang sedang muncul, kecenderungan yang 
menampak dan sebagainya. 
b. Induktif, yaitu dengan mengambil fakta-fakta atau data-data yang 
berhubungan dengan penelitian, dianalisa kemudian diambil 
kesimpulan secara umum. 
c. Deduktif, yaitu cara Analisa dan kesimpulan umum yang diuraikan 
menjadi contoh-contoh kongkrit atau fakta-fakta untuk menjelaskan 
kesimpulan tersebut. Teknik deduktif itu sendiri digunakan dalam 
sebuah penelitian disaat penelitian berangkat dari sebuah teori yang 




F. Sistematika Penulisan 
Untuk mempermudah pembahasan penulis dan mendapatkan gambaran 
yang utuh dan terpadu mengenai kajian ini, maka penulis menyusun 
sistematika penulisan sebagai berikut. 
BAB I   : Merupakan bab pendahuluan, dalam bab ini memutar latar 
belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan 
dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika   
penulisan. 
BAB II  :  Berisikan tinjauan umum tentang Satuan Polisi Pamong Praja 
Kota Pekanbaru yang terdiri dari visi dan misi, kedudukkan , 
tugas dan fungsi,wewenang, organisasi, kepala satuan pamong 
praja sub bagian tata usaha, seksi penyidik, seksi operasional, 
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seksi pembinaan kapisitas, pegawai Satpol PP, struktur organisai 
Satuan Polisi Pamon Praja Kota Pekanbaru. 
BAB III  :  Merupakan tinjauan teoritis yang berisikan uraian tinjauan 
tentang defenisi pelaksanaan, tugas, ketertiban umum, pedagang 
kaki lima, Satuan Polisi Pamong Praja, perauran daerah, dan 
peraturan daerah no. 5 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum, 
tentang fiqih siyasah, ruang lingkup fiqih siyasah, sumber-
sumber fiqih siyasah,fiqih siyasah dusturiyah,konsep kekuasaan 
dalam sistem dusturiyah. 
BAB IV :  Berisikan hasil penelitian dan pembahasan, pada bab ini 
berisikan tentang Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pelaksanaan 
Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam 
Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2002 Tentang  Ketertiban Umum 
Pedagang Kaki Lima Riau Pos Purwodadi. 
BAB V : Merupakan penutup, pada bab ini penulis menguraikan 









TINJAUAN UMUM  
TENTANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 
 
A. Sejarah Singkat Pembentukan  Satuan Polisi Pamong Praja 
Satuan Polisi Pamong Praja, yang disingkat dengan Satpol PP adalah 
perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban 
umum serta menegakkan Peraturan Daerah Organisasi dan tata kerja Satuan 
Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 
Satuan Polisi Pamong Praja dapat berkeduduksn di daerah Provinsi 
dan Kabupaten/Kota. Di daerah Provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja 
dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada di bawah dan tanggung jawab 
kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi. Sedangkan di daerah 
Kabupaten/ Kota, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan 




Polisi Pamong Praja di dirikan pertama kali di Yogyakarta pada 
tanggal 3 Maret 1950 dengan moto Praja Wibawa, yang berfungsi untuk 
mewadahi sebagian tugas Pemerintah Daerah. Sebelum menjadi Satuan Polisi 
Pamong Praja pada masa setelah proklamasi kemerdekaan dimana sempat di 
awali dengan kondisi yang tidak stabil dan mengancam NKRI, maka pada 
masa itu di bentuklah Detasemen Polisi sebagai Penjaga Keamanan 
Kapanewon di Yogyakarta sesuai dengan Surat Perintah Jawatan Praja di 
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Daerah Istimewa Yogyakarta yang bertujuan untuk menjaga ketentraman dan 
ketertiban masyarakat. 
Pada tanggal 10 November 1958, lembaga ini berubah nama menjadi 
Detasemen Polisi Pamong Praja. Selanjutnya pada Tahun 1960 dimulai 
pembentukan Kesatuan Polisi Pamong Praja di luar Daerah Jawa dan Madura 
dengan dukungan para petinggi militer. Pada tahun 1962 namanya kembali 
berubah menjadi Kesatuan Pagar Baya untuk membedakan dari korps 
Kepolisian Negara seperti yang dimaksud dalam UU No. 13 Tahun 1961 
Tentang Pokok-Pokok Kepolisian. Namun pada tahun 1963 berubah nama lagi 
menjadi Kesatuan Pagar Praja, namun selanjutnya istilah Satuan Polisi 
Pamong Praja atau Satpol PP mulai dikenal sejak di berlakukannya UU No. 5 
Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Namun saat ini 
UU No. 5 Tahun 1974 tidak berlaku lagi dan di gantikan dengan UU No. 22 
Tahun 1999 dan kemudian di revisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004 Tentang 
Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 148 UU No. 32 Tahun 2004 disebutkan, 
Polisi Pamong Praja adalah perangkat Pemerintah Daerah dengan tugas pokok 
menegakkan Perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman 
masyarakat sebagai pelaksanaan tugas Desentralisasi.
25
 
Sebagai tindak lanjut dari UU No. 32 Tahun 2004 tersebut, 
Pemerintah Provinsi Riau membentuk Satuan Polisi Pamong Praja sesuai 
dengan Peraturan Daerah Propinsi Riau No.34 Tahun 2001 tanggal 26 April 
2001 dan telah di undangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 
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2001 Nomor : 38 tanggal 28 April 2001. Untuk selanjutnya Pemerintah 
Provinsi Riau mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 8 Tahun 
2008 yang mana menyebutkan dengan jelas bahwa tugas pembinaan dan 
penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum khususnya di lingkungan 
Pemerintah Daerah Provinsi Riau yang dahulunya berada pada Biro Tata 
Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Riau sekarang sudah menjadi tugas 
pokok Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau. Selain itu Satuan Polisi 
Pamong Praja juga bertugas untuk penertiban pelaksanaan dan pengawasan 
Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Maka mulai sejak itulah 
dibentuk pula Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten/Kota diProvinsi Riau. 
 
B. Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru26 
Adapun Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru 
adalah sebagai berikut: 
1. Visi 
Terwujudnya masyarakat Kota Pekanbaru yang tentram, tertib dan 
taat hukum. Dalam pernyataan visi tersebut mengandung kata-kata kunci 
sebagai berikut: 
a. Tentram adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kaidah hukum, norma 
hukum, normasosial dan peraturan perundang–undangan sehingga 
terselenggara sendi–sendi kehidupan yang menjamin rasa aman dan 
tentram. 
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b. Tertib adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata 
dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang–undangan yang 
berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, 
tentram lahir dan batin. 
c. Taat hukum adalah suatu bentuk kesadaran individu ataupun kolektif 
yang memahami bahwa hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara 
terdapat ketentuan–ketentuan adanya hak, kewajiban serta larangan 
yang harus dipatuhi bersama agar kehidupan menjadi teratur. 
2. Misi 
Meningkatkan penyelenggaraan dan pemeliharaan ketentraman dan 
ketertiban umum serta menumbuhkan kepatuhan hukum masyarakat. 
 
C. Kedudukkan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru27 
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru merupakan bagian 
perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang 
penegakan Perda, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Satuan Polisi 
Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan dan berkedudukan di 
bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. 
 
D. Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru 
Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Polisi Pamong Praja 
menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 
1. Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, 
penegakan Perda dan Keputusan Kepala Daerah. 




2. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman 
dan ketertiban umum. 
3. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Keputusan Kepala Daerah. 
4. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman 
dan ketertiban umum serta penegakan Perda, Keputusan Kepala Daerah 
dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) 
dan atau aparatur lainnya. 
5. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Perda dan 
Keputusan Kepala Daerah. 
 
E. Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru28 
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja 
juga mempunyai wewenang sebagai berikut: 
1. Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, 
aparatur /badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan 
Daerah atau Peraturan Kepala Daerah. 
2. Menindak warga / masyarakat, aparatur / badan hukum yang mengganggu 
ketertibanumum dan ketentraman masyarakat. 
3. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan 
masyarakat. 
4. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur / 
badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah atau 
Peraturan Kepala Daerah. 




5. Melakukan tindakan administrasif terhadap waraga masyarakat, aparatur / 
badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah atau 
Peraturan Kepala Daerah. 
 
F. Keadaan Organisasi Kantor Satpol PP Kota Pekanbaru29 
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru merupakan salah satu 
instansi yang ada di Pemerintahan Kota Pekanbaru sebagai unsur 
perpanjangan tangan Walikota dalam menjalankan tugasnya. Satuan Polisi 
Pamong Praja mempunya tugas dalam penegakan Perda dan 
menyelenggarakan ketertiban umum serta ketentraman masyarakat dan 
perlindungan masyarakat. 
Struktur Organisasi SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kota 
Pekanbaru diatur di dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang 
Struktur Organisasi dan Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2008 tentang 
Rincian Tugas tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.  
Adapun keadaan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota 
Pekanbaru yaitu dikepalai oleh seorang Kepala Satuan Polisi Pamong Praja 
dan dibantu oleh 4 (empat) Pejabat Eselon IV diantaranya: 
1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha  
2. Kepala Seksi Operasional 
3. Kepala Seksi Pembinaan Pengembangan Kapasitas  
4. Kepala Seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil 




Adapun rincian tugas dari masing-masing bagian yang ada di Satuan 
Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut: 
1. Kepala Satuan Pamong Praja30 
a. merumuskan dan mengkoordinasikan ketentraman dan ketertiban 
umum, penegakan Perda dan Peraturan Kepala daerah serta Kebijakan 
atau Keputusan Kepala Daerah. 
b.  melaksanakan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan 
ketentraman dan ketertiban umum  
c. melaksanakan kebijakan penegakan Perda, Peraturan Kepala daerah 
serta kebijakan atau keputusan Kepala Daerah. 
d. pengkoordinasian pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan 
ketertiban umum serta penegakan Perda dan Peraturan Kepala Dearah 
dengan aparat Kepolisisan Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, 
atau aparatur lainnya. 
e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan tugas. 
f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya 
2. Sub Bagian Tata Usaha 
a. merumuskan dan melaksanakan penyusunan program kerja dan 
anggaran serta pengolahan data dalam rangka penyusunan statistik dan 
pelaporan 




b. merumuskan dan melaksanakan pembinaan organisasi dan tata 
laksana. 
c. merumuskan dan melaksanakan pengelolaan administrasi 
kepegawaian,   keuangan dan perlengkapan. 
d. merumuskan dan melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, 
surat menyurat, kearsipan, keprotokolan dan perjalanan dinas.  
e. Merumuskan dan melaksanakan pembayaran gaji dan pembayaran 
keuangan lainnya serta penyusunan pertanggungjawaban keuangan. 
f. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan laporan berkala Kepala 
Satuan. 
g. Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, 
kepegawaian dan perlengkapan, keuangan dan penyusunan program. 
h. Mengkoordinasikan, membina dan meerumuskan program kerja 
tahunan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja. 
i. Mewakili Kepala Satuan apabila yang bersangkutan berhalangan atau 
tidak ada di tempat. 
j. Melaksanakan tugas – tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
3. Seksi Penyiidik Pegawai Negeri Sipil
31
 
a. merumuskan dan melaksanakan penyususnan program kerja dan 
anggaran serta pengolahan data dalam rangka melakukan penyidikan 
pelanggaran Perda dan Peraturan Walikota. 
b. menyusun rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang penyidikan 




c. merumuskan dan melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk 
pelaksanaan penyidikan 
d. merumuskan dan melaksanakan penyusunan personil PPNS, pendidikan 
dan latihan dalam rangka pengembangan kemampuan PPNS 
e. membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan 
agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing. 
f. melaksanakan monitoring, mengevaluasi dan melaporkan tugas Seksi 
PPNS berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan 
penyempurnaan lebih lanjut. 
g. memfasilitasi dan asistensi tugas Seksi PPNS dengan cara konsultasi, 
kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis. 
h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya 
4. Seksi Operasional32 
a. merumuskan dan melaksanakan penyusunan program kerja dan 
anggaran serta pengolahan data dalam rangka pemeliharaan dan 
penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di daerah. 
b. Merumuskan dan melaksanakan program kerja operasional ketentraman 
dan ketertiban umum. 
c. Menyusun rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengendalian 
operasional.  
d. Merumuskan dan mengkoordinasikan kerja sama dengan instansi, 
Satuan Kerja Perangkat Daerah atau lembaga terkait lainnya. 




e. Merumuskan dan melaksanakan pengawalan dan kesamaptaan. 
f. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan 
agar bawahan mengetahui tugas dan tanggungjawab masing – masing.  
g. Melaksanakan monitoring, mengevaluasi dan melaporkan tugas Seksi 
Operasional berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk 
bahan penyempurnaan lebih lanjut.  
h. Memfasilitasi dan asistensi tugas Seksi Operasional dengan cara 
konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis. 
i. Melaksanakan tugas –tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 
5. Seksi Pembinaan Pengembangan Kapasitas:33 
a. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan dan perencanaan 
kebutuhan personil Polisi Pamong Praja, pendidikan dan latihan dalam 
rangka Pengembangan kemampuan dan keterampilan personil, 
kelengkapan dan peralatan kerja.  
b. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk 
pelaksanaan pembinaan pengembangan kapasitas.  
c. Memfasilitasi dan merumuskan pelaksanaan penyuluhan di bidang 
ketentraman  dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah 
dan Keputusan Walikota.  
d. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan 
agar bawahan mengetahui tugas dan tanggungjawab masing – masing.  




e. Melaksanakan monitoring, mengevaluasi dan melaporkan tugas Seksi 
Operasional berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk 
bahan penyempurnaan lebih lanjut.  
f. Memfasilitasi dan asistensi tugas Seksi Operasional dengan cara 
konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis.  
g. Melaksanakan tugas –tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 
 
G. Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru34 
Tabel 2.1 
Pegawai Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru  
Berdasarkan Tingkat Pendidikkan Formal 
No. Tingkat pendidikkan Jumlah Persentase 
1.  SD 10 orang 5,1% 
2.  SLTP 10 orang 5,1% 
3.  SLTA 50 orang 25,5% 
4.  Diploma 3 20 orang 10,1% 
5.  S1 280 orang 50,5% 
6.  S2 10  orang 5,15% 
7.  S3 - - 
 Jumlah 380 100% 
Sumber : Satpol PP Kota Pekanbaru 2021 
Dari tabel di atas maka dapat diketahui bahwa pegawai pada kantor 
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru sebagian besar berpendidikan 
formal lulusan S1 dimana terdapat sebanyak 280 orang pegawai atau  
mencapai sekitar 50,5% dari jumlah keseluruhan pegawai di kantor Satuan 
Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru. Dengan demikian, maka dapat 




disimpulkan bahwa setiap pegawai di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota 
Pekanbaru dapat menyelesaikan tugasnya masing – masing dengan cukup baik 





Keadaan Pegawai Berdasarkan Golongan Kepangkatan 
No. Tingkat lowongan Jumlah Persentase 
1.  Golongan  IV 10 orang 5,1% 
2.  Golongan  III 30 orang 10,2% 
3.  Golongan  II 50 orang 25,5% 
4.  Golongan  I 15 orang 10% 
5.  PTT 275 orang 50,2% 
 Jumlah 380 100% 
Sumber : Satpol PP Kota Pekanbaru 2021 
Dari tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa pada umumnya, 
pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru didominasi oleh 
pegawai yang berpangkat PTT (Honorer) dengan jumlah sebanyak 275 orang 
atau  sekitar  50,2% dari keseluruhan pegawai yang ada. Dengan demikian 
diketahui bahwa dalam  menyelesaikan tugasnya, pegawai pada Satuan Polisi 
Pamong Praja Kota Pekanbaru dapat dikategorikan baik. 
Tabel 2.3 
Distribusi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin 
 
No. Jenis Kelamin Jumlah Persentase 
1.  Laki-laki 330 orang 85,7% 
2.  Perempuan 50 orang 14,3% 
 Jumlah 380 100% 
Sumber : Satpol PP Kota Pekanbaru 2021
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 Berdasarkan dari tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa 
pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru didominasi oleh 
pegawai yang berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 330 orang atau 85,7% 
dari jumlah pegawai keseluruhan. Hal ini disesuaikan dengan banyaknya tugas 
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru yang dilaksanakan di lapangan 
sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan oleh pegawai perempuan  
Tabel  2.4 
Distribusi Pegawai Berdasrkan Umur 
No. Kelompok Usia Frekuensi Persentase 
1.  20 – 29 Tahun 220 45,1% 
2.  30 – 39 Tahun 110 25,5% 
3.  40 – 49 Tahun 30 15,2% 
4.  50 – 59 Tahun 20 10,2% 
 Jumlah 380 100% 
Sumber : Satpol PP Kota Pekanbaru 2021 
Dari tabel di atas maka dapat diketahui bahwa pegawai di kantor 
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru berusia rata-rata 20-29 tahun. Hal 
ini dapat dilihat dari jumlah pegawai yang berusia 20-29 tahun sebanyak 220 
orang atau sekitar 45,1% dari  jumlah  keseluruhan pegawai yang  bekerja di 
kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru. Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa pegawai yang bekerja di kantor Satuan Polisi Pamong 
Praja Kota Pekanbaru berada pada usia kerja produktif sehingga diharapkan 
mampu memberikan kontribusi yang tinggi dalam menjalankan kewajibannya. 
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H. Struktur Organisasi SATPOL PP37 
 
  









A. Pengertian Pelaksanaan atau Implementasi 
1. Pengertian Pelaksanaan 
Pelaksanaan atau implementasi adalah tindakan-tindakan yang 
dilakukan oleh pihak pihak yang berwenang /berkepntingan baik 
pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita 
/tujuan yang telah ditetapkan. 
Selanjutnya menurut Mazmanian dan Sebastiar
38
 Implementasi 
adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentunk 
undang-undang, namun dapat pulak berbentuk perintah-perintah atau 
keputusan-keputusan ekesekutif yang penting atau keputusan badan 
peradilan. Sedangkan Van Meter dan Van Horn
39
 mengemukakan 
pengertian Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik 
oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok 
pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan 
yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. 
Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau 
penerapan. Browne dan Wildavsky
40
 mengemukakan bahwa 
“implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan”. 
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Kurikulim. Jakarta: Ciputat Press (2003), hlm 7 
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Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah 
kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan 
kebijakan publik, maka  ada dua pilihan langka yang ada, yaitu langsung 
mengimplementasikan dalam bentuk program- program atau melalui 
formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. 
Secara umum dapat digunakan sebagai berikut: 
Implementasi merupakan tindakan untuk mencapai tujuan yang 
telah digariskan dalam keputusan lebijakan, tindakan tersebut dilakukan 
baik oleh individu, pejabat pemerintah ataupun swasta. Berdasarkan 
uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu 
proses yang dinamis, dimana pelaksanaan kebijakan melakukan aktivitas 
atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil 
yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri 
 
B. Pengertian Tugas dan Fungsi 
Tugas pokok dan fungsi secara umum merupakan hal-hal yang harus 
bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam 
suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk 
menyelsaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan 
misi suatu organisasi. 
1. Pengertian Tugas  
Adapun defenisi tugas menurut para ahli, yaitu Dale Yoder
41
 tugas 
digunakan untuk mengembangkan satu bagian atau satu unsur dalam suatu 
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 mengemukakan bahwa suatu tugas merupakan 
suatu kegiatan pekerjaan khusus yang dilakukan untuk mencaqpai suatu 
tujuan tertentu. 
Defenisi lainnya yang menilai bahwa tugas merupakan suatu 
kegiatan spesifik yang dijalankan dalam organisasi yaitu menurut John & 
Mary Miner
43
 menyatakan bahwa tugas adalah kegiatan pekerjaan tertentu 
yang dilakukan untuk suatu tujuan khusus. 
2. Pengertian Fungsi 
Pengertian fungsi menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia 
merupakn kegunaan suatu hal, daya guna serta pekerjaan yang dilakukan. 
Adapun menurut para ahli, defenisi yang menurut The Liang Gie,
44
 fungsi 
merupakan sekelompok akivitas yang tergolong pada jenis yang sama 
berdasarkan sifatnya, pelaksanaan ataupun pertimbangan lainnya.
45
 
Defenisi tersebut memiliki presepsi yang sama dengan defenisi fungsi 
menurut Sutarto yaitu fungsi adalah rincian tugas yang sejenis atau erat 
hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai 
tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis 
menurut sifat atau pelaksanaannya. Sedangkan pengertian singkat dari 
defenisi fungsi menurut Moekijat, yaitu fungsi adalah sebagai suatu aspek 
khusus dari suatu tugas tertentu. 
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C. Pengertian Ketertiban Umum 
Ketertiban umum memiliki makna luas dan bisa dianggap mengandung 
arti mendua. Dalam praktik berbagai penafsiran tentang arti dan makna 
ketertiban umum, anatara lain: 
Ketertiban umum dalam penafsiran sempit. Menurut penfasiran sempit 
arti dan lingkup ketertiban umum yakni ketertiban yang hanya ditentukn oleh 
hukum yang sedang berlaku.
46
 Dengan demkian yang dimaksud dengan 
pelanggar /bertentangan dengan ketrtiban umum, hanya terbatas pada 
pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan saja. Jadi 
masyarakat yang bertentangan dengan ketrtiban umum sesuai peraturan 
perundang-undangan juga berhak menerima sanksi yang sduah ditentukan 
oleh undang-undang yang berlaku. Contohnya ialah pelanggaran yang 
dilakukan oleh beberapa pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar atau 
bahu jalan. Yang dilakukan pedagang kaki lima melanggar perda yang berlaku 
pada daerah tersebut dan berhak mendapatkan sanksi sesuai dengan apa yang 
dilanggarnya. 
Ketertiban umum dalam penafsiran luas. Penafsiran luas tidak 
membatasi lingkup dan makna ketertiban umum pada ketentuan hukum positif 
saja, tetapi meliputi segala nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum yang hidup 
dan tumbuh dalam kesadaran masyarakat.
47
 Prinsip hukum yang berkembang 
tidak hanya berketentuan dengan hukum yang berlaku saat ini akan tetapi 
ditambah juga dengan hukum yang berkembang dalam masyarakat. Jadi 
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masyarakat yang bertentangan dengan ketertiban umum sesuai peraturan  
perundang-undangan dan juga prinsip hukum yang hidup dalam kesadaran 
masyarakat juga berhak menerima sanksi sesuai dengan undang-undang dan 
juga menerima sanksi dari masyarakat itu sedniri. Contohnya ialah seorang 
remaja yang terjerat kasus narkoba, selain mendapatkan sanksi karena 
melanggar hukum positif yakni Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 juga 
berhak menerima sanksi berupa dikucilkan oleh masyarakat sekitar. 
Maka dari uraian diatas, oleh karena Undang-Undang Nomor 30/1999 
sendiri tidak memberi definisi maupun tidak mendeskripsikan apa saja yang 
termasuk ketertiban umum, mengakibatkan penerapan dalam konkrit sering 
menimbulkan permasalahan.  
Udang-Undang Nomor 30/1999 memang tidak memberi definisi 
mengenai ketrtiban umum. Akan tetapi pada kenyataanya ketertiban umum 
tetap berlaku dalam masyarakat. Jika seorang dianggap melanggar muka 
seseorang tersebut juga berhak mendapatkan hukuman sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. 
Sesuai dengan isi dari UUD 1945 yang berbunyi “Kemudian dari pada 
itu untuk membentuk suatu pemerintah indonesia yang melindungi segenap 
bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia dan untuk memajukan 
kesejahteran umum, mengcerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut 
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, 
abadi dan keadilan social”
48
 jadi maksud dari UUUD 1945 tersebut adalah 
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tentang pentingnya mengatur ketertiban umum. Memajukan kesejahteraan 
umum maksudnya jika msyarakat tidak menggunakan trotoar sebagai tempat 
berjualan, maka trotoar berfungsi sebagaimana fungsi aslinya. Mencerdaskan 
kehidupan bangsa, semakin masyarakat tertib terhadap aturan maka semakin 
nyaman pula masyarakat tersebut dalam kehidupannya. Keadilan sosial disini 
maksudnya antara masyarakat satu sama lain tidak ada yang merasa dirugikan. 
 
D. Pedagang Kaki Lima 
1. Pengertian Pedagang Kaki Lima 
PKL ialah pedagang yang dikategorikan sebagai salah satu jenis 
pekerjaan yang cukup penting serta relatif, khususnya sebagai usaha kecil- 
kecilan yang kurang teratur. Istilah PKL sendiri mengacu pada konotasi 
para pedagang yang cara berdagangnya dengan menggelar tikar di pinggir 
jalan, atau di muka-muka toko yang menurut mereka strategis. Terdapat 
pula segolongana pedagang yang berdagang dengan memaka gerobak 
dorong dan kios-kios kecil. Oleh sebab itu, menurut Kartono masyarakat  
lazim menyebutnya sebagai PKL 
 Latar belakang seseorang menjadi PKL menurut Alisjahbana 
adalah karena ; 
1. Terpaksa: sebab tidak ada pekerjan lain, terpaksa disebabkan tak 
mendapat pekerjaan di fektor formal, sehingga terpaksa harus 
mencukupi kebutuhan hidup serta keluarganya, terpaksa karena tidak 
mempunyai tempat yang layah untuk membuka usaha, juga terpaksa 
sebab tak memliki pendidikkan dan modal yang cukup untum 
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membuka usaha formal; 
2. Ingin mendapat rejeki yang halal daripada hanya menadahkan tangan, 
merampok atau berbuat kriminal lain; 
3. Ingin bisa mandiri dan tidak tergantung kepada orang lain, termasuk 
tidak bergantung pada orang tua; 
4. Ingin menghidupi keluarga serta memperbaiki taraf kehidupan, bukan 
hanya sekadar pekerjaan sambilan; 
5. Sebab di desa sangat sulit mencari penghasilan49 
Sebagaimana yang dikutip dari Soetandyo Wignjosoebroto bahwa: 
“Para PKL
50
 yang menjajakan barang dagangannya diberbagai sudut kota 
sesungguhnya ialah golongan dari masyarakat yang tergolong marginal 
serta tak berdaya. Dikatakan marginal, sebab mereka rata-rata tersisih dari 
kerasnya arus kehidupan kota serta ditelikung oleh kemajuan kota itu 
sendiri. Sementara
51
 dikatakan tidak berdaya, sebab mereka biasanya tak 
terjangkau dan tak terlindungi oleh hukum, tawar dan menawarnya pun 
lemah, serta sering kali menjadi objek penertiban dan penataan kota oleh 
aparat yang bertugas. 
Istilah PKL juga terdapat dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam 
Negeri republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman 
Penataan dan Pemberdayaan PKL bahwa PKL adalah pelaku usaha yang 
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melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha yang 
bergerak maupun usaha tidak bergerak. Menggunakan prasarana kota, 
fasilitas umum, fasilitas sosial, lahan parkir dan bangunan milik 
pemerintah dan/atau swasta yang sifatnya tidak menetap/sementara. 
PKL ialah istilah untuk menyebut orang yang berdagang 
menggunakan gerobak. Istilah itu sering ditafsirkan demikian sebab  
jumlah kaki dari pedagangnya ada lima. Lima kaki tersebut berasal dari 
dua kaki pedagang ditambah tiga "kaki" gerobak (yang sebenarnya ialah 
tiga atau dua roda dan satu kaki).
52 Saat ini istilah PKL juga digunakan 
untuk para pedagang yang berdagang dijalanan. 
Sebenarnya istilah kaki lima sudah ada sejak masa penjajahan 
kolonial Belanda. Peraturan pemerintahan waktu itu menetapkan 
bahwasahnya setiap jalan raya yang dibangun hendaknya menyediakan 
sarana untuk  para pejalanan kaki. Lebar ruas jalan pun ialah lima kaki 
atau sekitar satu setengah meter. Sekian puluh tahun setelah itu, saat 
Indonesia sudah merdeka, ruas jalan untuk pejalan kaki banyak digunakan 
oleh para pedagang untuk berjualan. Dulu namanya ialah pedagang 
emperan jalan, namun sekarang jadi pedagang kaki lima. Padahal kalau 
melihat sejarahnya, seharusnya namanya adalah pedagang lma kaki. 
2. Faktor faktor bekembangnya pedagang kaki lima 
PKL tentu ada disetiap penjuru daerah yang ada di indonesia. 
Keberadaan PKL pun sudah ada sejak puluhan tahun lamannya. Ada 
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beberapa faktor penyebab muncul dan juga berkembangnya para PKL 
disetiap kota besar, yaitu ; 
a. Kurang luasnya lapangan pekerjaan, populasi manusia terus 
mengalami peningkatan disetiap tahunnya. Akan tetapi lapangan 
pekerjaan yang tersedia tidak banyak. Hal ini membuat banyak orang 
yang menganggur karena sempitnya lapangan pekerjaan Kemudian 
mereka akhirnya memilih untuk berdagang dan menjadi PKL 
Modalnya relatif kecil dan tidak membutuhkan persayaratan seperti di 
perusahaan atau instansi-instansi pemerintahan. 
b. Sulitnya ekonomi, keadaan krisis ekonomi  yang sempat menimpa di 
tahun 1988 mengakibatkan runtuhnya sektor ekonomi formal sehingga 
terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran pada sektor 
industri kota. Hal ini membuat mereka memilih sektor informal untuk 
tetap bertahan hidup. 
c. Peluang, disamping faktor diatas, kemunculan PKL justru disebabkan 
adanya peluang yang cukup yang besar.  Hal ini dikarenakan menjadi 
seorang PKL tidak membutuhkan modal yang besar. Tidak perlu 
menyewa tempat usaha dan bisa dikerjakan sendiri. Selain itu, 
keuntungan yang didapat pun cukup menggiurkan. Pada sisi lain, 
banyaknya prilaku konsumtif dari masyarakat tentu menjadi peluang 
untuk menyediakan segala kebutuhan mereka. 
d. Urbanisasi, arus migrasi dari desa ke kota yang terus meningkat 
menyebabkan penyerapan tenaga kerja dalam setiap kegiatan-kegiatan 
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penduduk kota di Indonesia tidak seluruhnya tergolong dalam 
kelompok pendapatan tinggi. Justru tergolong dalam pendapatan 
rendah dan juga menengah. Dapat dikatakan daya beli dari sebagian 
besar penduduk yang ada di koa masih termasuk rendah, sehingga 




3. Dasar Hukum Pedagang Kaki Lima 
Sebagaimana telah disebutkan mengenai pengertian dan juga faktor 
yang mengakibatkan berkembangnya PKL serta penertiban PKL ada 
didalam. 
a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 
2012 Tentang Pedoman Penatan dan Pemberdayaan PKL Pasal 1. 
b. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 Tentang 
Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. 
 
E. Peraturan Daerah 
1. Pengertian Peraturan Daerah 
Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan yang dibuat oleh 
kepala daerah provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama-sama dengan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun 
Kabupaten/Kota, dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi 
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daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintah daerah.
54
 
Peraturan daerah adalah salah satu bentuk Realisasi sebenarnya adalah 
otonomi daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah Pada dasarnya 
peraturan daerah sudah benar Perundang-undangan yang lebih tinggi, 
melalui observasi Setiap wilayah. 
Kemandirian dalam berotonomi tidak berarti daerah dapat 
membuat peraturan perundang-undangan atau keputusan yang terlepas dari 
sistem perundang-undangan secara nasional. Peraturan perundang- 
undangan tingkat daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari kesatuan 
sistem perundangundangan secara nasional. Karena itu tidak boleh ada 
peraturan perundang- undangan tingkat daerah yang bertentangan dengan 




Tujuan utama dari peraturan daerah adalah memberdayakan 
masyarakat danmewujudkan kemandirian daerah, dan pembentukan 
peraturan daerah harus didasari oleh asas pembentukan perundang-
undangan pada umumnya antara lain; memihakkepada kepentingan rakyat, 
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Kemudian menurut UU Nomor 12 tahun 2011 
tentangPembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah 
adalah peraturan perundangundangan yang dibentuk oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan Kepala Daerah.
57
 Jadi 
peraturan daerah merupakan suatu pemberian kewenangan (atribusian) 
untuk mengatur daerahnya dan peraturan daerah juga dapat dibentuk 
melalui pelimpahan wewenang (delegasi) dari peraturan. Prinsip dasar 
penyusunan peraturan daerah :  
a. Transparansi/keterbukaan  
b. Partisipasi  
c. Koordinasi dan keterpaduan 
Rancangan peraturan daerah yang telah mencapai kesepakatan 
tentang: Diskusikan dan laporkan ke walikota oleh sekretaris distrik 
Disertai dengan catatan pengantar dari pimpinan DPRD kepada walikota. 
berurusan dengan Pembahasan dilakukan sesuai dengan ketentuan tata 
tertib DPRD. sebelum Diskusikan di DPRD sebelum penjadwalan Komite 
Peninjau DPRD. Pembahasan di ruang lingkup DPRD sangat padat Ini 
untuk kepentingan politik semua faksi. Tim kerja yang dilembagakan 
Legislasi diimplementasikan oleh panitia (A to D). Proses diskusi dimulai 
dengan Rapat paripurna DPRD dan kegiatan interpretasi walikota. lanjut 
Pandangan umum semua pihak dalam rapat paripurna DPRD. Langkah 
selanjutnya adalah Pembahasan panitia, panitia gabungan atau panitia 
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khusus (pansus). Dalam pembahasan, jika DPRD menganggap perlu, bisa 
diselesaikan Bandingkan penelitian dengan daerah lain yang memiliki 
peraturan daerah yang sama Diskusikan substansi rancangan peraturan 
daerah. Dengan kondisi Proses diskusi dirasa sudah cukup, baru diambil 
keputusan Di rapat paripurna DPRD, barulah komentar terakhir Nilai: 
Penyampaian rancangan peraturan daerah Selambat-lambatnya tujuh 
(tujuh) hari sejak tanggal persetujuan Ketentuan rancangan peraturan 
daerah menjadi peraturan daerah Ini dilakukan oleh penanggung jawab 
area dengan tanda tangan Selambat-lambatnya 30 hari sejak draf regulasi 
daerah itu. 
2. Mekanisme proses Perda 
Pembuatan Perda dilakukan secara bersama-sama oleh 
Gubernur/Bupati/Walikota dengan DPRD Tingkat I dan II. Mekanisme 
pembuatannya adalah sebagai berikut:  
a. Pemerintah daerah tingkat I atau II mengajukan Rancangan Perda 
kepada DPRD melalui Sekretaris DPRD I atu II.  
b. Sekretaris DPRD mengirim Rancangan Perda kepada pimpinan DPRD 
tingkat I atau II.  
c. Pimpinan DPRD tingkat I atau II mengirimkan Rancangan Perda 
tersebut kepada komisi terkait.  
d. Pimpinan komisi membentuk panitia khusus (pansus) untuk membahas 
Rancangan Perda usulan pemerintah atau inisiatif DPRD I atau II.  
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e. Panitia khusus mengadakan dengar pendapat (hearing) dengan 
elemenelemen yang meliputi unsur pemerintah, profesional, 
pengusaha, partai politik, LSM, ormas, OKP, tokoh masyarakat, dan 
unsur lain yang terkait di daerah. 
f. Keenam, DPRD tingkat I atau II mengadakan sidang paripurna 
untukmendengarkan pandangan umum dari fraksi-fraksi yang 
selanjutnya menetapkan Rancangan Perda menjadi Perda.
58
 
3. Tanggung jawab dan Wewenang Pemerintah Daerah 
Tanggung jawab dan wewenang Pemerintahan Daerahyang 
tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Pasal 65 Ayat 1 
dan 2.Kepala Daerah memiliki Tugas :  
Ayat 1  
a. Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-
undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;  
b. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat; 
c. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJMD dan 
rancangan Perdan tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas 
bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD. 
d. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, 
rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda 
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk 
dibahas bersama;  
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e. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat 
menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan;  
f. Mengusulkan pengngkatan wakil kepala daerah;  
g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundangundangan. 29 Dalam melaksanakan Tugas sebagaimana 
yang dimaksud Ayat 1 Kepala Daerah Berwenang :  
Ayat 2 
a. Mengajukan Rancangan Perda;  
b. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD; 
c. Menetapkan Perkada dan Keputusan Kepala Daerah  
d. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat 
dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat.  
e. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.  
Selain itu juga terdapat tugas dan wewenang wakil kepala daerah 
yang tertulis dalam Pasal 66 ayat 1, dan 2. Wakil Kepala Daerah 
mempunyai tugas :  
Ayat 1 
a. Membantu kepala daerah dalam: 
a. Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah;  
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b. Mengoordinasikan kegiatan Perangkat Daerah dan menindaklanjuti 
laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan;  
c. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi bagi 
wakil gubernur;  
d. Memantau dan mengavaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang 
dilaksanakan oleh perangkat daerah kabupaten/kota, kelurahan, 
dan/atau desa bagi wakil bupati / walikota;  
e. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam 
pelaksanaan pemerintahan daerah;  
f. Melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala 
daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara;  
g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundangundangan.  
Ayat 2  
“Selain melaksanakan tugas sebagaimana yang dimkasud pada 
ayat (1) wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan kewajiban 
pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah yang 
ditetapkan dengan keputusan kepala daerah” 
Setelah melihat tanggung jawab pemerintah Daerah yang 
ditentukan dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah, Tentu kita bisa 
melihat dengan jelas seperti apa sistem pemerintahan itu Setiap wilayah 
memiliki aturan permainannya sendiri Lakukan hal yang sama seperti 
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kepala daerah dan wakil kepala daerah Hal tersebut menjadi tonggak 
penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah juga sama pentingnya Penyelenggaraan 
pemerintahan daerah juga harus mendapat perhatian khusus, 31 Mengingat 
sebagai lembaga legislatif, DPRD harus menjalin kerjasama yang baik 
Dalam kedua kasus tersebut, pemerintah bertindak sebagai kepala 
eksekutif daerah. 
Suatu rumusan peraturan perundang-undangan harus mendapat 
pembenaran (rechtvaardiging) yang dapat diterima jika dikaji secara 
filosofis.Pembenaran itu harus sesuai dengan cita-cita kebenaran (ideader 
Waarheid).
59
 dan cita-cita keadalian (idée der gerechtigheid), serta cita-
cita kesusilaan (idée der zedelijkheid).Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 
18 ayat 5 mengamanatkan 
“Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya 
kecuali urusan pemerintahan yang oleh-oleh Undang-Undang ditentukan 
sebagai urusan Pemerintah Pusat” 
Pasal 18 ayat 5 ini kemudian diperkuat lagi dengan ayat 6 yaitu, 
“Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan 
peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas 
pembantuan.” 
Secara tegas Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik 
Indonesia meberikan keleluasaan untuk setiap daerah agar dapat 
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melaksanakan pemerintahannya masing-masing. Pembentukan peraturan 
daerah merupakan kewenangan kepala daerah bersama-sama dengan 
DPRD. Inisiatif pembentukan peraturan daerah bisa berasal dari kepala 
daerah maupun dari inisiatif DPRD.
60
 Dalam proses sinkronisasi eksekutif 
dan legislatif dalam hal ini pemerintah daerah dan DPRD harus bersatu 
guna mengembangkan perangkat hukum yang sehat bagi penyelenggaraan 
pemerintahan daerah yang bercita-cita.Menurut Menteri Dalam Negeri dan 
Menteri Otonomi Daerah No. 23 Tahun 2001 Tata cara terkait dalam 
Perpres No. ini adalah merumuskan peraturan daerah yaitu peraturan 
daerah, keputusan kepala daerah, dan instruksi gubernur / bupati / 
walikota.
61
 DPRD memiliki kekuasaan yang juga menentukan dalam 
pembentukan Peraturan Daerah, karena dilengkapi dengan hak-hak 
inisiatif dan hak mengadakan perubahan. Bahakan secara yuridis 
persetujuan itu sendiri mempunyai makna kewenangan 
menentukan,karena itu tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa tanpa 
persetujuan DPRD tidak akanada Peraturan Daerah.
62
 
Sumber hukum dapat dibedakan kedalam sumber hukum materil 
dan sumber hukum formal. Menurut Utrecht (1983: 84-85), sumber hukum 
materiil adalah perasan hukum (keyakinan hukum) individu dan pendapat 
umum yang menjadi penentu isi hukum.Sedangkan sumber hukum formal 
adalah yang menjadi penentu formal membentuk hukum, menentukan 
berlakunya hukum. 
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F. Peraturan Daerah Ketertiban Umum Nomor 5 Tahun 2002 
Penetapan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 Tentang 
Ketertiban Umum Pedagang Kaki Lima pada dasarnya ditunjukan untuk 
menertibkan dengan harapan dapat membawa pradigma baru dalam 
menertibkan dan mengawasi para pedagang kaki lima yang berjualan di 
tempat yang seharusnya tidak dibolehkan. Dengan di terbitkannya Peraturan 
Daerah Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Pedagang Kaki 
Lima, Adapun Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru menurut Pasal 6 huruf 
(a) dan (b) Perda No. 2 Tahun 2002  dalam hal ketertiban umum Pedagang 
Kaki Lima adalah sebagai berikut: 
 Dilarang  
(a) Dilarang berada di jalur hijau, taman dan tempat umum atau dengan cara 
apapun yang dapat mengakibatkan kerusakan kelengkapan taman, bunga-
bunga atau tanamannya.  
(b) Dilarang membiarkan semua jenis kendaraan/gerobak yang berada di 
jalan, jalur hijau, taman atau tempat umum, kecuali tempat-tempat yang 
telah ditentukan. 
Kemudian mengenai  tempat tertib usaha untuk Pedagang Kaki Lima 
semua telah diatur di dalam Perda No: 5 Tahun 2002, Pasal 5 ayat (1) yaitu : 
Ayat (1) Dilarang menempatkan benda/barang dalam bentuk apapun di tepi 
jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum dengan tujuan 
untuk menjalankan suatu usaha atau pun tidak kecuali di tempat-
tempat yang diizinkan oleh Walikota stau pejabat yang ditunjuk. 
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G. Fiqih Siyasah 
1. Pengertian Fiqih Siyasah 
Fiqh Siyasah merupakan tarkib idhafi terdiri dari dua kata, yakni 
Fiqh dan Siyasah. Secara Etimologis, Fiqh merupakan bentuk masdhar 
dari kata faqaha-yafqahu-fiqhan yang berarti pemahaman yang mendalam 
dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan. 
Secara etimologis Fiqh  adalah Ilmu tentang hukum-hukum syara‟ yang 
bersifat perbuatan yang di pahami dari dalil-dalil yang rinci.
63
 
Menurut Abu al-Wafa Ibn „Aqil, Siyasah adalah Siyasah berarti 
tindakan yang dapat mengantar rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan 
dan lebih jauh dari kerusakan, kedati pun Rasullah tidak menetapkan dan 
Allah menurunkan wahyu untuk mengaturnya.
64
 
Dengan demikian dapat disimpukan bahwa pengertian fiqh 
siyasah adalah suatu konsep yang berguna untuk mengatur hukum 
ketatanegaraan dalam bangsa dan negara yang bertujuan untuk mencapai 
kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Suyuti Pulungan dalam 
bukunya “Fiqh Siyasah” mendefenisikannya sebagai ilmu yang 
mempelajari hal ihwal atau seluk beluk pengaturan urusan umat dan 
negara dengan segala bentuk hukum, peraturan, dan kebijaksanaan yang 
dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasardasar ajaran 
dan ruh syari‟at untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Bahwa fiqh 
siyasah dalam arti populer adalah ilmu tata negara, dalam ilmu agama 
Islam dikategorikan ke dalam pranata sosial Islam.
65
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Berdasarkan definisi di atas Fiqh Siyasah, ilmu pemerintahan 
negara Islam yang membahas secara rinci kompleksitas mengatur seluruh 
umat manusia,  berupa hukum penetepan hukum, peraturan dan kebijakan 
oleh pemegang kekuasaan atau sejalan dengan ajaran islam, guna untuk 
mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari 
berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang di jalaninya. 
2. Ruang Lingkup Fiqih Siyasah 
Salah satu ulama terkemuka di Indonesia T.M. Hasbi Ash-
Shiddieqy malah membagi ruang lingkup di Fiqh Siyasah menjadi delapan 
bidang, yaitu: 
a. Siyasah Dusturiyah Syar‟iyyah (Politik Pembuatan Perundang-
Undangan) 
b. Siyasah Tasri‟iyyah Syar‟iyyah (Politik Hukum) 
c. Siyasah Qadha‟iyyah Syar‟iyyah (Politik peradilan) 
d. Siyasah Maliyyah Syur‟iyyah (Politik Ekonomi dan Monenter) 
e. Siyasah Idar‟iyyah Syar‟iyyah (Politik Administrasi Negara) 
f. Siyasah Dauliya/Siyasah Kharijiyyah Syar‟iyyah (Politik Hubungan 
Internasional) 
g. Siyasah Tanfidziyyah Syar‟iyyah (Politik pelaksanaan Perundang-
Undangan) 
h. Siyasah Harbiyyah Syar‟iyyah (Politik Peperangan)66 
Pembagian diatas menjadi tiga pokok yaitu 
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a. Politik perundang-undangan, bagian ini meliputi pengkajian tentang 
penetapan hukum oleh lembaga legislatif. Peradilan oleh lembaga 
yudikatif dan administrative pemerintahan oleh birokrasi atau 
eksekutif. 
b. Politik Luar Negri, bagian ini mencangkup bagian hubungan 
keprdataan antara warga negara yang muslim dengan warga Non 
muslim yang berada kedalam kebangsaan tau disebut juga hukum 
perdata Internasional da hubungan diplomatik antara Negara Muslim 
dengan negara Non Muslim atau disebut juga dengan hubungan 
Internasional. 
c. Politik Keuangan Moneter, antara lain membahas tentang sumber-
sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, 




Dapat di simpulkan bahwa ruang lingkup Fiqh Siyasah dapat di 
peroleh menjadi kepentingan bernegara dan sesuai dengan apa yang telah 
di ajarkan dalam islam baik dalam bertransaksi dalam bentuk keuangan 
berkaitan tentang maslahat kehidupan bernegara. 
3. Sumber-Sumber Fiqih Siyasah  
Sebagai salah satu cabang dari disiplin ilmu fiqh, fiqh siyasah 
mempunyai sumber-sumber yang dapat dirujuk dan dijadikan 
pegangan.Secara garis besarsumber fiqh siyasah dapat dibagi menjadi 
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sumber primer dan sumber sekunder. Fathiyah al-Nabrawi membagi 
sumber-sumber fiqh siyasah kepada tiga bagian, yaitu Al-Qur‟an dan 
Sunnah, sumber-sumber tertulis selain Al-Qur‟an dan Sunnah, serta 
sumber-sumber yang berupa peninggalan kaum Muslimin terdahulu.
68
 
Metode kajian fiqh siyasah juga tidak jauh berbeda dengan metode 
yang digunakan dalam mempelajari fiqh umumnya, yaitu metode ushul 
fiqh dan kaidah-kaidah fiqh. Metode ushul fiqh antara lain adalah qiyas, 
istihsan, „urf, „adah, mashlahah mursalah, dan istishab.
69
 
Dengan metode ini umat Islam boleh menggunakan ijtihadnya 
untuk mengantisipasi setiap perkembangan yang terjadi sesuai dengan 
lingkungan, situasi dan kondisi yang mereka hadapi. Tentu saja 
penggunaan metode ini tidak boleh bertentangan dengan semangat nash 
AlQur‟an dan Hadis Nabi. 
 
H.  Fiqih Siyasah Dusturiyah 
Dalam fiqh siyasah, konstitusi disebut juga dengan “dusturi”. Kata 
ini berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah “seseorang yang 
memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama.” Dalam 
perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota 
kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (Majusi). Setelah mengalami 
penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata dustur berkembang pengertiannya 
menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, dustur berarti kumpulan 
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kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota 
masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun 
tertulis (konstitusi). Kata dustur juga sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia 
yang salah satu artinya adalah undang-undang dasar suatu Negara.
70
 
Menurut Abdul Wahhab Khallfaf prinsip-prinsip yang diletakkan 
Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak 
asasi manusia, setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua 
orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, 
pendidikan, dan agama. 
A.Jazuli mengartikan bahwa permasalahan di dalam fiqh siyasah 
dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di 
pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada dalam masyarakatnya. 
Sudah tentu ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, di 
dalam fiqh siyasah ini biasanya hanya dibatasi hanya membahas pengaturan 
dan perundangan-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi 
persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan reaisasi 
kemaslahatan manusia serta memenuhu kebutuhannya.
71
 
A.Jazuli menjelaskan ruang lingkup bidang Siyasah Dusturiyah 
menyangkut masalah-masalah hubungan timbal balik antara pemimpin dan 
rakyat maupun lembaga-lembaga yang berada di dalamnya. Karena terlalu 
luas, kemudian diarahkan pada bidang pengaturan dan perundang- undangan 
dalam persoalan kenegaraan. 
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1. Konsep Kekuasaan dalam Siyasah Dusturiyah 
a. bidang siyasah tasri‟iyah, termasuk di dalamnya persoalan ahlu hali 
wal aqdi, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslim dan non 
muslim di dalam satu negara, seperti undang-undang dasar, undang-
undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah dan sebagainya. 
b. bidang siyasah tanfidiyah, termasuk di dalamnya persoalan imamah, 
persoalan bai‟ah, wuzarah, waliya al-ahdi,dan lain-lain. 
c. bidang siyasah qadla‟iyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah-
masalah peradilan. 




Jika dihubungkan dengan masa sekarang, wewenang ini dapat 
dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan keberadaan suatu negara.  
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A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan peneliti 
terkat upaya Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam 
Ketertiban Umum Pedagang Kaki Lima dapat diambil kesimpulan sebagai 
berikut: 
1. Peran Satpol PP sudah sangat baik dalam menertibkan pedagang kaki lima. 
Karena mereka sudah menjalankan tugas sesuai dengan SOP dan juga 
peraturan pemerintah yang telah ditetapkan. Hanya saja mereka kurang 
tegas dalam menindak para pedagang dengan alasan kemanusiawian. 
Dalam Peraturan Daerah pun sudah sangat jelas menyebutkan bahwa 
seseorang dilarang berdagang dijalur hijau, lahan parkir, trotoar dan bahu 
jalan sehingga mengganggu kenyamanan para pejalan kaki dan pengguna 
jalan lain (pengendara kendaraan). 
2. Peran Satpol PP Dalam Ketertiban Umum Pedagang Kaki Lima memiliki 
beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain Faktor Individu, Faktor 
Kepemimpinan, Faktor Sistem dan Faktor Kontekstual. 
3. Satpol PP sudah berperan sesuai dengan fiqh siyasah karena tugas dan 
fungsi dari Satpol PP sejalan dengan ulil amri dan lembaga Wilayatul al- 
Hisbah dan Satpol PP sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan hukum 
umum dan hukum Islam yang berlaku. Dengan demikian, tugas dan fungsi 




Berikut ini saran penulis mengenai Peran Satuan Polisi Pamong Praja 
Dalam Ketertiban Umum Pedagang Kaki Lima antara lain: 
1. Diharapkan kepada pemerintah untuk meringankan biaya lapak atau toko 
untuk para Pedagang Kaki Lima yang ingin berjualan agar sesuai dengan 
pendapatan yang mereka dapatkan dan agar tidak berjualan lagi ditempat 
yang tidak seharusnya. 
2. Diharapkan kepada Satpol PP agar dalam menjalankan tugasnya yaitu 
lebih tegas lagi dengan memakai aturan yang membuat jera para pedagang 
adar tidak berjualan di sembarang tempat lagi dan juga tidak memakai 
kekerasan fisik. 
3. Diharapkan kepada para Pedagang Kaki Lima untuk menaati aturan yang 
sudah ada yang mana tidak dibolehkannya berjualan disekitar tro toar jalan 
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A. Pihak Satuan Pamong Praja 
1. Apakah Satuan Polisi Pamong Praja sudah pernah melakukan Penertiban 
Umum kepada Pedagang Kaki Lima sesuai dengan aturan yang berlaku?  
2. Apakah sanksi yang Pamong Praja Berikan Kepada Pedagang Kaki 
Lima yang melanggar aturan ketertiban berjualan ? 
3. Apa sudah ada dilakukan penertiban terhadap para pedagang kaki lima 
agar para pedagang tertib dan teratur. 
4. Berapa kali Satuan Pamong Praja dalam mengadakan penertiban 
Pedagang Kaki Lima ? 
5. Apakah sudah ada penyediaan tempat khusus untuk para Pedagang Kaki 
Lima bagi yang harus pindah untuk berjualan kembali ? 
B.      Pihak Pedagang Kaki Lima 
1. Apakah bapak / ibu sebelumnya sudah tau aturan atau tata tertib untuk  
berjualan di sekitaran jalan Purwodadi ini ? 
2. Apa yang membuat bapak / ibu ingin berjualan di sekitaran lingkungan 
jalan Purwodadi ini ? 
3. Apakah bapak / ibu sebelumnya sudah pernah kenak tegur atau  
tertangkap razia satpol PP di tempat ibu berjualan saat ini ? 
4. Apakah bapak / ibu sudah memintak izin kepada pihak yang berwajib 
untuk berjualan di pasar ini ? 
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